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A. Pendahulutn

Era reformasi dan arus

globalisasi dunia turut berpenggruh

pada terjadinya perubahan struktur

dan tatanan masYarakat industri,

karyna reformasi itu sendiri selalu

berbasis pada 2 (dua) factor utama

yaitu kesinambungan (continuity'1 dan

perubahan (change) yang

dimaksudkan sebagai upaya untuk

mempertahankan hal'hal Yang baik

dan bermanfaat serta merubah hal'hal

yang buruk atau merugikan.

Reformasi dan globalisasi juga

turut mempengaruhi kondisi

k€tenagakeqiaan di Indorresia dan

mampu menggiringnYa Pada suqtu

keadaan dimana terdaPat

ketidakpuasan masyarakat industri

pada perangkat hukum Yang ada

dalam me lindungi dan menangkaP

aspirasi dunia industri yang dinamis

dan berkeadilan.

Sejalan dengan hal tersebut

Pemerintah (eksekutif dan legislative)

telah mengupayakan membenlu,[

peraturan

akomodir perkembangan di dunia

industri.

Sebenarn;,a Pemerintah dihadap'

kan pada .pisau bermata 2 (dua) dalam

penerapan peraturan Perundang'

undangan, di satu sisi Pemerintah telah

berhasil membyat peraturan perundang'

undangcn K;itenagake$aan sedangkan di

sisi lain peraturan perundang-undangan

tersebut. hanya sebatas perangkat

peraturan yang aplikasinya di lapangan

sudah barang tentu akan sangat

tergantung pada para pihak yang terkait.

Oleh karenanya para pihak harus

mengutamqkan , kePastian hukum,

kemanfaatan dan keadilan.

Ery globalisasi sangat tajam

pengar-uhnya pada dunia ketenagakerjaan

di Indonesia yang secara langsung dan

tidak langsung membentuk paradigqa

masyarakat industri dalam hubungan

industrial. Hal tersebut didukung dengan

diadopsinya beberapa Perangkat

peraturan perundang-undangan

internasional antara lain Declaration of

Human Righr (1948), Ratifikasi Konvensi

ILO Nomor .87 Tahun 1948 tentang

Kebebasan Berserikat dan Perlindungan I

I
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;-Hali^ si;i6;E;niffiil;;talui--rctutffi;
Presiden Nomor"'83 ' Taltun ' 199-8,

Konvensi ILO , Nomor 98 tentang

berlakunya dasar:dasar daripada hak

untuk , berorganisasi serta Ratifikasi

Konvensi ILO Nomor 8l Tahun lg47

mengenai pengawasan ketenagakerjaan

i Outur industri dan perdagangan yang
i

I ditetaokan dalam UU, No. 2l tahun 2003.
I

i Di sisi lain Undang Undang Dasar Negara
I

I Tahun 1945 sebagai landasan

I konstitusional juga secara tegas tefah
I

j melindungi sector ketenagalcOrjaan
I

i sebagai hak-hak dasar bagi seluruh

i warganegara Indonesia.
;

i Beberapa produk peraturan perundang-
i

j undangan di bidang ketenagakedaan yang
I

I diterbitkan dalam atmosphere "reformasi"

dan dalam pengaruh "globalisasi"

diantaranya adalah UU. Nomor 2l Tahun

2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat

Buruh, UU. Nomor l3 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan dan UU. Nomor

2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial.

Peraturan perundang-undangan tersebut

sedikit banyak mengundang pro dan kotra

i dalam 'penerapannya. Namun apabila

dikaji lebih mendalam dalam kerangka

pikir yang holistic (sistematis), upaya

pemberlakuan peraturan perundang-

i undangan tersebut merupakan suatu

i upaya yang dilandasi itikad baik (geodb
i

l'trbuw;'dari pemerintah dalam melindungi
i

fipara, pelaku hubungan industrial dengan
i'
I

i perangkat hukum yang berkepastiail.

Terdapat adagium hukum yang

sangat terkenal yang berbunyi iedereen

wordt geacht de wet te lcennen nemo ius

ignorare consetur, ignorantia legis

exeusal nemir'rcn) yang berarti bahwa

"setiap orang dianggap mengetahui

tentang berlakunya peraturan perundang-

undangan, dan ketidaktahuan tentang

berlakunya peraturan perundang-

undangan tersebut bukan merupakan

alasan' peniaaf'. Sudah barang' tentu

adagium tersebut tidak dapat

diberlakukan secara mutlak, namun

upaya untuk melaksanakan sosialisasi

psraturan perundang-undangan

ketenagakerjaan senantiasa dilakukan

sebagai upaya "pembelajaran" bagi

masyarakat agar dapat mengetahui hak-

hak dan kewajibannya masing-masing

khususnya di bidang hukum

ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian tersebut

diatas, maka pada kesempatan ini kami

mengetangahkan topik : "Evaluasi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan Dari

Perspektif Pen gawasan Ketenagakerja-
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rnengedepsnkan .nubnsa,preventifnya

dari pada represi'fnya. : '

B. :Undang.undaag'Nomor 13 Trhun

''2003 tentan g Ketenagekcrjaan

Undang-undang': Nomor" 13

Tahun 2003' meruPakan undang-

undang organik- di bidang

ketenagakerjaan yang menjadi payung

bagi pengaturan' , ketenagakerjaan

selanjutnya. Adapun yang menjadi

' dasar,pembentukan Undang-undang

, ,Nomor 13 Tahun 2003 adalah

. Undang-undang Nomor 14 Tahun

1959 tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Mengenai Tenaga Keda sudah

, tidak dapat

:perkembangan

mengakomodir

ketenagakerjaan yang

bersifat multidimensi.

bidang

s dan

Batang tubuh {"Indang'undang

Nomor l3 Tahun 2003 dijelaskan

sebagai berikut:

'a Asas dan Tujrlrn Pembangunan

Ketenagakeria'an

-'Pembairgunan ketenagakerjaan

dilandaskan atas asas keterPadu-

an. dengan , melalui koordinasi

fungsional tintas. sektoral pusat

dan daerah {Pasal 3);

kesempatan kerja dan

, penyediaan tenaga korja'yang

'sesuai dcngan kebutuhan

,p€irnbangunan nasional dan

daerah.

3 . ''.,lnieningkatkan ke sejahteraan

' ,,*' ;tenaga kerjadan keluarganya.

b ' Pengmpaten Tenaga Kerja

- Penempatan tenaga . kerja terdiri

Penerhpatan tenaga kerja di

dalam .negori.,Diatur dalam

Kepmenakertrans Nomor

Kep-203iMEN/1999

Penernpatantenaga kerja di

luar negeri, Eiatur dalam

Undang-undang Nomor 39

Tahun 2404 tentang

Penentpatan dan Perl indung-

ian,Taraga: Kerja Indonesia

Di LuarNegeri. 
i

c Penggunn Tenaga Keria Asing i
i

. Setiap pernberi kerja , yung i

I

mempekerjakan tenaga keda asing I

wajib meiniliki rjin tertulis dari i

I
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Meriteri 'atau pejabat yang , ditufljuk

(IMTA) (pasal 42 ayat ('l)): Diarur lebih

lanjut dalam Keprnenakertrins Nomor

Kep.20fr,tEN ll'IlftA}f tentcng Tata Cara

Memperoleh ljin Mempekerjakan Tenaga

Kerja Asing

D PEmberi kerja yang menggunakan

tenaga ,kerja asing harus me?niliki

rencana penggune&n 'tenaga kerja

' asing yang disahkan oleh Menteri atau

pejabat yang ditunjuk (RPTKA) (Pasal

43 ayat (l)). Diatur lobih lanjut dalam

Kepmenakertrans Nomor Kep-

228ih{EN/2003 tentang Tata Cara

Pengesahan ,Rsncana Fenggunaan

Tenaga Kerja Asing.

Hubungan Kerja

adanya perjanjian kerja antara

pengusaha dan pekedaiburuh

(Pasal 50).

Perjanjian , kerja,. dibuat secara

tertulis atau lisan,(Pasal 5l ayat

(t). '

Perjanjian kerja dibuat untuk

waktu tertentu atau untuk

waktu tidak,tertentu (Pasal 56 ayat

(l)). ,,

Perjanjian'; kerja, untuk : waktu

tertentu diatur lebih lanjut dalam

Kepmenakertrans Nornor Kep-

1OO/MenA/l /2004.

;'-"":w;i'iiri iidfi 'Ain Wiifiiu.irtidF"l 
^ 

i
I,) Sctiap , ,pengusaha wajib 
I

,melaksanalsn keEntuan waktu I

kerja (Pasal 77): ,

l. 7 (tujuh)jam I (satu) hari dan

, 40 Gmpat puluh) jam l,isatu)

minggu, unttk,6 (enam) 'hari

kerjg delam. L(satu) minggu;

2. I (dolgpan) jam I (satu) hari

dan 40 ,(cmpat puluh) jam I

(satu), m'inggu'untuk 6 (enam)

, hari. kerja dalam I (satu)

.minggu;

F".Pongusahe yang mcrnpekerjakan

pekerja/buruh melebihi waktu

korja ,wbagaimana: dimEksud

dalam pasal 77 hErus monreriuhi

syarat (pasal 78):

.1. Ada persetujuan pekerja/

, buruh yang bersan8kutan;

dan

2. Waktu' *crja lcmbur.henya

', dapat , dilakukan paling

banyak 3 (tiga)jam dalam I

(satu) hari dan' 14 ,,{empat

belas),;iani dalam t (satu)

minggu. r Diatur, lebih lanjut

,dalam Kepmenkertrans

Nomor Kep-102/MENA/l/

2004 tentang Waktu Kerja

Lembur dan Upah Kerja

Lembur.i

!
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Keselarnntan' dan Kesehotan Keria h. Kecejabteraan

hak untuk memPeroleh

perlindungan atas :

l. Keselamatan dan Kesehatan

Keda;

Moral dan kesusilaan; dan

Psrlakuan yang scsuai deagan

har'lcat,dan martabat manusia

serta nilai-nilai agama.

g. Pengupahan :

D'Kebijakan penguPahan Yang

melindungi pekerja/buruh (Pasal

88) meliputi :

P.: Setiap ,,,pekerja/buruh dan

keluarganya, . berhak untuk

memperoleh jaminan sosial

, t€naga keda (Pasal 99 aYat (l)).

) Pengaturan jeninan sosial tenaga

kerja dituangkan dalarn Undang-

undang Nomor 3 tahun lgg} i

,l

: tentang...laminan Sosial, Tenaga 
i
!

L

2.

3.

4.

Upahminimum;

Upah kerja lembur;

Upah tidak masuk kerja.karena

berhalangan;

Upah tidak masuk kerja karena

melakukan keliatan lain di

luar pekerjaannya;

Upah karena menjalankan hak

waktu istirahat kerjanYa;

Bentuk dan cara pembaYaran;

Psada,dail potongan upah;

Kerja.
i

Uang,P$gngon, Penghsrgsan Masa 
I
I

Keria dan Penggantian Hak 
i
!

l. Perhitungan u&rg Pesangon i

yb*gaiberikut: 
i

e, masa, kerj& kurang dari I i

(satu) tahun, I (satu) bulan i

upah; , i
i

, b. masa kerja l,(satu) tahun atau !

I

lebih tetaPi kurang dari 2 
i

. lEuur rglaPl llslsrtEr u4r I " j

(dua) tahun, 2 (dua) bulan i

upah; 
i

o; masa kerja 2 (dua) tahun atau I

i

lebih teapi kurang dari 3 i

(tiga) tahun, 3 (tiea) bulan

- upah;

d, rnasa kgfa 3 (tiga) tahtrn atau

lebih tetapi kurang dari 4

,l(ernpat) tahun, 4 (emPat)

bulan upah;

f. nusa kerja,5 (lirna) tahun atau

, tebitu tstapi'kurang dari 6 (enam)

tatnrn, 6 (enan) bulan uPah;

J.

6.

7.

8. Hal-hal yang dapat

diperhitungkan dengan uPah;

9. Struktur dan skala PenguPahan

yang proporsional;

10. Upah untuk membaYar Pasangon;

I l. Upah untuk perhi.tungan Pajak

penghasilan.
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g. masa kerja 6 (wam) lfs'hutl 
': dtstl:

lebih trtapi'kurang dari 7 (tujuh)

tahun; 7' (tujuh) bula upah;

h. masa keda 7 (tujuh) ,atao lebih

tetapi kurang dari 8 (delapan)

' tahun, 8 {delapan) bul*rt upah;'

i. masa:keda 8 (delap*ir) tahun atau

lebih, 9 (sembilan) bulan'upah

2. Perhitungan uang penghergaan masa

kerja sebagai berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau

lebih'tecapi kurang darf'6 :(endm)

tahun, 2 (dua) bulan upah;

b. masa kerja 6 (enarn) tahun atau

lebih tetapi kunang dari 9

(sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan

upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau

lebih tetapi kurang: {s1i 12 (dua

belas) tahun 
.4 

(anpaQ bulan

upah;

masa kerja 12 (dua'belas) tahun

atau lebih t€tapi kuraflg dari 15

(lima belas) tahun, 5 (lima) bulan

upah;

masa korja 15 (lima bclas) tahun otau

lebih tetapi kurang dari'18 (delapan

belas) tahun,6 (enam)'bulan upah;

masa kerja' l'8 '(dslspan belas)

tahun atau lebih'teapi kurang dari

2l (dua puluh satu) tahun, tetapi 7

(tujuh) bulan upah;

,,g. rnasa,,kerja 2l (dua pluh s#l)

tahun atau lebih tetapi:kurang dari

' , ,QQ,:,(dua puluh .empat) talrun, 8

(delapan) bulan upah;

h. rfld3a kerja 24 (dua puluh empat)

tahun atau lebih l0 (sepuluh)

'bulenuPah. '.'i ,

3. Uang,Fcngganfian'Itrsk:Meliputi : i

r. ,;g;,,:![1[i' tahunan yang belum diambil i

dan'belum gugur; ,': 
i

b. biaya atau ongkos pulang,untuk i;

. ke:tsttipat dimana pekerja/buruh j

diterima bekerja;

c. fenggbntian " perumetran serta

pengobatan dan perawatan

, ditaapkan t5% (lima belas

perseratus) dari uang pesangon

dan/'atau, uang penghargaan masa

kerja bagi'yorlg: m96"*u1ti syarat;

d. hal-hal., yang:.ditetapkan dalam

' perjanjian kerja ': peraturan

perusahaan' atau perjanjian kerja

bersama,

j. Pengawasan,KotenagskerJaan

. '.{ untuk rnenjamin pelaksanaan

peraturan perundang-undangan

ketenagakerjaan, pengawasan

ketenagekorjaan,,dilakukan oleh

Pegawai Pengawas Kctenaga-

:, ' ,,keqiran yang merapunyai kompeten-

si dan independen (Pasal 176).

,t:

'rl
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Dasar hukum' pengawasen

ketenagakerjaan meliputi :

l. Undang-urdang Nomor 3 Tahun

I95l tentang PernYataan

Berlakunya Undang,[Jn6sng

Perburuhan dari Republik

Indonesia untuk soluruh Indonesia.

2;, Undang-un6ang Nomor I Trhun

1970 enang Keselamatan lfurja.

3. Undang-undang Nomor l3-Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan,

4. Undmg-undang Nomor 2,1 Tahun

2003 tentang Pctrynwasan

Kctsnagskcrjam dalam lndustri

dan Perdagangan,

t Pengawasan ketenagakorjaan

dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri

pada instansi yang lingkup tugas dan

tanggung jewabnya di bidang

ketenagakerjaen :pade Fsmerintah

Pusat, Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah KabupatenKota (Pasal

r 78).

D Penyampaian laporan

pelaksanaan pengawasan

ketenagakerjaan diatur dalam

Permenakertrans' Nomor Per-

09/I,|ENA//2005 t€ntang, Tata

eara Penyampaian Laporan

Felaksanaan Pengawasan

Ketenagdkerjaan.

.& :Pega*ai Pcngawas KetenagOkerjmn

selaku,Penyidik Fegawai Negori Sipil

diberi wowenang khusus untuk

melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran dan kejahaan di bidang

'k*enagnkcrjaan (Pasal 182). J

.} Dolam mslaksanakan ponyidikan,

ptrgaw*i

. kelenagekerjaan rnelaksanakan

tindakan prcventif;, repreeif non

yustisis' ,dan rcpresif yustisia

sesuai , dengan' ,peaturan

permdang-undangan yang

berlaku,

k Ket.trtuan ,Pldrna Dan Srnkrl

Admlnlrtrrtlf.

Ketentuan Pidana

Pasal 183

(l) Barang siapa melanggar

ketentuan : sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 74,

dikenakan sanksi pidana

penJara paling singkat 2 (dua)

tahun 'rdan paling 'lama 5

(lima) tahun dailatau denda

paling sedikit 200.000.000,-

(dua'.ratts juta rupiah) dan

paling banyak Rp.

500.000.000,' (lima ratus juta

rupiah):
I
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! (2) Tinilak pidana sebagaimana dimaksud

dalam ayat (t) merupakan 'tindak

pidana kejahatan.

Pasal 184 :

(l) Barang siapa 'melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam pasal

167 ayat (5), dikenakan mnkslpidana

penjara paling singkat I (satu) tahun

dan paling lama 5 " (lima) tahun

dan/atau denda. paling sedikit Rp.

100.000.000; (se.ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 500,000.000,- (lima

ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam ayat (l) merupakan tindak

pidana kejahatan.

Pasal 185

(l) Barang siapa melanggar ketentuan

sebagaimana dirnaksud dalam

,, 'Pasal 42 ayat (l) dan ayat (2),

' Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal

, 80, Fasal 82, Pasal 90 ayat (l),

Pasal'143, dan Pasal 160 ayat (4)

dan ayat (7) dikenakan sanksi

pidana penJara paling singkat I

{satu).'tahun. dan paling lama 4

(empat) ' tahun dan/atau denda

' paling banyak ,Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah)'dan paling

banyek Rp. 400.000.000,- (empat

ratus juta rupiah):

"".-.*."*,".-""-.-
'{2) Tindak pidana, sebagaimana 

;

dimaksud dalam ayat (I),rnerupakan

tindak p,idana.kejahatan., :

Pasal 186

(l) Bmang siapa melanggar ketentuan

sebagairnana dimaksud dalam Pasal

, 35 ayat (2) dan,ayat (3), Pasal 93

ayal (2),,Pasal 137, dan'Pasal 138

' , ayat'(l), dikenakan sanksi pidana

:penjam:paling singkat I (satu) bulan

dan paling lama 4 (empat) tahun

danAlau denda paling sedikit

Rp10,000.000;00 (sepuluh juta

rupiah) dan paling banyak

Rp,100.000.000,00 (empat ratus juta

rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana

. dimaksud pada apt (l) merupakan

tindak pidana, pelenggaran.

Pasal 187

(l) Barang siapa melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

,17 ayal (2), Pasal t14,ayat,(1), Pasal

: 45 ayat (l), PasaL6T ay*t (l), Pasal

7l ayal {2), Pasal ?6, Pasal, 78 ayat

(2), .Pasal 79 aytt.(l) dan''iryat (2),

, ' Pasal 85 ayat, (3),., dan.,Pasal 144,

' dikenakan' sanksi pidana. kurungan

paling :singkat I (satu)"bulan dan

paling lama 12 (dua belas) bulan

t8



i--* 6'/;tau---G;A;*-iliins :;ditit
i

i Rp10,000.000,- (sepuluh juta rupiah)

i dan paling banyak Rp100.000.000,00

(sexatus.iuta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana

dimaksud pada' ayat (l) merupakan

tindak pidana pelanggaran. n

Pasat 188

(l) Barang siapa rnelanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

l4 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal

63 ayat (l), Pasal 78 ayat (l), Pasal

108 ayat (l), Pasal I I I ayat (3), Pasal

I 14, dan Pasal l48, dikenakan sanksi

pidana denda paling sedikit

I ,Rp5.000;000,00 (lima juta rupiah)

' dan paling banyak Rp50.000.000,00

(lima puluh jua rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana

dimaksud padri ayat (l) merupakan

ti ndak pidana' pelanggar,an.

Pasal 189

Sanksi, pidana paRjara, kurungan; dan/atau

denda tidak menghilangkan kewajiban

pengusaha membayar hak-hak dan/atau

ganti kerugian kepada tenaga kerja aau

pekerja/buruh.

2. . Ketentuan Administrasi

'Pasal 
190

(2)

(l) Menteri atau pejabat yang

ditunjuk mengenakan sanksi

administratif atas pelanggaran

kelentuan-ketentuan sebagaimana

, ,diatur.dalam Pasal 5, Pasal 6,

. Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat

(2), Pasal 45 ayat (l), Pasal 47

ayat (l), Pasal 48, Pasal 87, Pasal

106, Pasal l26.ayat (3), dan Pasal

160 ayat (l) dan ayat(21 Undang-

..ln$Tg ini serta 
. 
peraturan

irelaksanaannya.

Sanksi administratif sebagaimana

dimaksud padaayat (l ) berupa :

teguran;

peringatan tertulis;
' pembatasan ltcgiatan usaha;

pembekuan kegieitan usaha;

pembaalan'Srsetujuan ;

pembdtalan pendaftaran ;

peirghenti an, sementara

sebahagian atau seluruh alat

produk$.i;

h., pencabutan ijin.

(3) Ketentuan mengenai sanksi

administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) dan ayat (2) diatur

Iebih lanjut oleh Menteri.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

l9



c."" ovaiudisi- unlffis-" no-ang xomri; i5-i- 
--

ITahun 2003 tentang i

I

Ketenagakerjaan. 
I

Undang'undang Nomor l3 Tahun

2003 dalam penerapannya

membutuhkan penyempurnaan yang

diarahkan untuk menciptakan" iklim

investasi yang kondusif dengan tetap

menjamin perlinduhgan bagi para

pelaku proses produksi dan

masyarakat. Pembahasan penyem-

purnaan Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003 yang teiah dibahas

terakhir pada tanggal 8 Pebruari 2006

membuahkan pokok-pokok

purnaan sebagai berikut :

penyem-

KerjaL Penggunaan

Asing.

a. Penggunaan Tenaga Kerja

Asing ke depan ' tetap

didasarkan pada Asas

Sponsorship, sebagaimana

dianut berbagai peraturan

Perundang'undengan (ter'

masuk undang-undang

imigrasi) yang menyangkut

orang asing di lndonesia.

b. Asas sponsorship ini

menganut prinsip setiap

orang asing yang akan
I

I

beii;'d-^ af 
* 

i;Aoffii;- ffiil; i

:

dijamin,oleh lembaga/perusahaan i

i

yang, 'menggunakannya serta 
i

be[erd -*al --tnd;6il* " "[iil;

orang persgorangan

rumahan, pedagang

Tenaga

memiliki izin,' Ketentuan tersebut

dikecualikan bagi pengguna TKA

yang menggunakan TKA setbagai

"pimpinan (Direksi/Komisaris)"

dikecualikan' dari kewajiban

memiliki IMTA.

c. Masih diperlukan pembatasan

terhadap, orang .asing untuk

menduduki jabatan-jabatan

tertgntu dengan memPertimbang-

, . *..kan kondisi pasar kerja nasional

dan " persyaratan.per$Yaratan

'd.. Kewajiban pembayaran kompen-

sasi bagi pengguna ; TKA

(perusahaan) . mesih, 'tetap

diperlukan,'tetapi pengguna TKA

(perusahaan) yang menggunakan

TKA sebagai Komisaris dan

Direksi akan, : dibebaskan

pernbayaran dana kornponsasi.

2. Ketentuan mengenal hubungan kerja

pemberi kerja . orang

pelseorangan dengan, peker;ialburuh

d'iatur lebih lanjut dengan Peratu.ra4

Pemerinah,

Hubungan,kerja

seperti industri
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terutama ketentuan mengenai PHK

dengan'alasan "kesalahan bcrat"

Konstitusi.

PHK atas "kesalahan'berat' serta i b;':UangPesangon

konsekwensinya yan g.menyan gkut

pihak perusahaan.

Tindakan skorsing terhadap

pekerja yang melakukan kpsalahan

berat dapat diberikan apabila

memenuhi syarat sebagai berikut :

l). pekerja/buruh tertangkap

tangan atau ada pengakuan

' dari ' pekerja/buruh' yang

bersangkutan 'atau bukti lain

berypa laporan kejadian yang

dibuat oleh pihak yang

berwenang di perusahaan yang

befsangkutan dan didukung

oleh sekurang:kurangnya 2

(dua) orang saksi;

2). adanya laporan tertulis dari

perusahaan ke pihak yang

berwajib untuk diproses.

Selama dilakukan tindakan

skorsing pemberi kerja tidak wajib

membayar upah. Apabila

pekerja/buruh terbukti bersalah

dan telah berkekuatan hukum tetap

maka pemberi kerja dapat

penggantian hak.

Apab ila' peker.j dbu ruh

''.-.-... ,,. ''.', ''..'.",1 -"---. ...-".-"i

n kerja dan j

ruh uunn 1' -l
atas ' uang I

i

1

tidak ,bersalah j

yang dibatalkan oleh Mahkamah j maka pernberi, kerja wajib mencabut

skorsing dan membayar semua upah

Akan diatur mengenai 
.prosedur 

I dun hak-hak pekerja/buruh lainnya

yang jelas apabila akan dilikukan ! ielama skorsing. '

Pesangon akibat PHK selenarnya

hak dan kewajiban masing-masing | : s€c&ro konseptual masuk dalam

pihak baik pihak pekerja maupun i bidang "Jaminan Sosial". Berhubung

jaminan sosial 'yang ada di Indonesia

termazuk 'Jamsostek yang diatur

r.,,:&lam,,U,ndang;flndang.,Nomor' 3

, Tahun. l:992, belurn memadai, rnaka

Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003 masih mengatur tentang

pesangon. Sehubungan dengan hal

tersebut nnika: yang perfu dilakukan

adalah mengurangi besarnya

pesangon di Undang-undang Nomor

l3 Tahun 2003, sambil

mengembangkan program jaminan

sosial:' yangr lebih baik' menurut

Undang-undang Nomor 40 Tahun

2004 tentang, Sistem Jarninan Sosial.

Nasional (SJSN). Pekerja/buruh yang

melakukan pelanggaran yang diatur

dalam Perjinjian Kerja (PK),

Peraturan "Perusahaan "(PP) atau

Ferjanjian Kerja, Bersana (PKB),

pemberi.kerja dapat melakukan PHK

setelah keplda pekeda/buruh

bersangkutan diberikan

peringatan I, II, dan III
berturut+'urut.

yang

surat

seeafa

.._..J
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.i Apabila pekerja/buruh di PHK karena

,i melakukan pelanggaral PK, PP atau Ptr(B

i dan berhak memPeroleh' ' uarig
.j -*., wrr.sD

,i penghargaan masa kerja dan uang

penggantian hak, maka besaran uang

tersebut diatur dalam PK, PP dan PKB.

PHK dapat dilakukan karena efisiensi

yang mengakibatkan Pengurangan

pegawai; maka koPada Peke{e/buruh
yang bersangkutan ,diberikan satu kali

pesangon, uang penghargaan masa kerja

dan uang penggantian hak.

PHK bagi pekerja karena mencapai usia

pension dalam undang-undang ini

di.hapuskan dan pengaturan,mengenai

i pension mengacu kepada Undang'undang

j Nomor l I Tahun 1992 tencang Dana

i Pensiun.
!
!

Mogok Kerja
Ketentuan dalam Undang-undang

Nomor 13 Tahun 20:03 Y4ng

menyangkut mogok kerja terutama

mengenai prosedur mogok kerjayang

legaltelah cukup baik.

Penyernpunraan''akan dilakukan

dengan rnenam.bah keJentuan

penegasan kapan suatu mogok kerja

dikatakan "tidak sah" dan mengatur

yang jelas dan tegas mengenai'akibllt

mogok kerja "tidak sah'f.
I
I
l
L. -.-...-.... -... ". "- -.. -...... - -................ -.. -.. -... ".

---.* -"----"-"--€*"--l
iPEITUTI,'P i

Bahwa dalam memahami dan

menerapkan 
"peratuian 

perundang-

undangan harus senantiasa

memperhatikan asls 
. 

kePastian

hokum, kcmanfaatan dan keadilan,

sehingga peraturan perundang-

undangan tersebut daPat diterima

oleh masyarakat.

' Defnikian juga pada perEempurnaan

Undang-undang Nomor 13 Tahun

2003 hendaknya bertujuan kepada

' 'terbentuknya , hukum: positif yang

hajk dan,tienar dilihat' dad statrrya

cita-eitd hukum yang dienban (lus

. Constituendum), alcuratrrya

peryusunan'sabstansi huhrmnya

(Ius 'Constitutum) dan mudahnYa i

dilaksqnqlcan (Ius Operaturm). 
i

Oleh karenanya fungsi instrument !

I

yang dapat. menjamin hal itu yaitu i

"Pehgawasan yang dibentuk untuk

itu" harus diberi ruang dan tempat,

tehingga jaminan perlindungan di

bidang ketenagakerjaan dapat

terwujud dengan optimal+ **{'*'rrr *t

,-..,. r ''
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